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SALINAN

—

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018 "

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIR],

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ) Perubahan
| nomenklatur dan kode rekening serta pergeseran“anggaran
pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan dengan
ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018, Keputusan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 188.44/159/KPTS/2018 tentang Rincian
Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada
Kabupaten /Kota Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provins;i Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2018 serta Keputusan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 188.44/233/KPTS/2018 tentang Daftar
Sekolah Penerima dan Jumlah Biaya Bantuan Operasional
Sekolah Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Negeri /Swasta Provinsi Sumatera Utara menyebabkan
terjadinya perubahan pada postur Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2018;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republikx Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

JIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara.
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 354 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, sebacalmana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 244);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5295);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua ata$ Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 te;ltang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130)

>
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Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi
(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor i
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun
2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Dairi Nomor 190 );
Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 7);
Peraturan Bupati Dairi Nomor 36 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2017 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 36 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Dairi Tahun 2018 Nomor 3)

)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 36 Tahun 2017 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

(Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

e

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :




Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula
Rp.1.156.001.359.300,00 bertambah sejumlah Rp.29.650.121.274,00 sehingga
menjadi Rp. 1.185.651.480.574,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp.1.113.056.359.300,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 6.664.552.000,00
Jumlah pendapatan setelah pergeseran Rp.1.119.720.911.300,00

b. Belanja
1. Semula Rp.1.156.001.359.300,00
2. Bertambah/(berkurang) . Rp. 29.650.121.274,00
Jumlah belanja setelah pergeseran Rp.1.185.651.480.574,00

c. Pembiayaan Daerah
1. Semula Rp.  42.945.000.000,00
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 22.985.569.274,00
Jumlah pembiayaan setelah pergeseran Rp. 65.930.8569.274,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah
Tahun Anggaran 2018 dan Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I a Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah schingga berbunyi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan pPéneémpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 24 April 2018

BUPATI DAIR],
ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pcda tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,
ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuaj dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

b

RUDOL TAMBA, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197010221998031006



